




A. Latar Belakang 
              Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia dimulai 
sejak tahun 1990 dan mengalami perkembangan yang semakin marak pada 
awal tahun 2000-an. Ditandai dengan munculnya sejumlah bank syariah 
yang di dirikan oleh perbankan konvensional.Perkembangan lembaga 
keuangan syariah yang semakin marak, setelah sejumlah kelompok 
masyarakat ikut membuat gerakan atau lembaga keuangan alternatif yang 
berbasis syariah. Misalnya, koperasi syariah, bank pengkreditan rakyat 
syariah, dan BMT (Baitul Maal wat Tamwil). 
Hal ini dibuktikan dengan adanya data OJK, per Maret 2015, 
industri perbankan syariah terdiri atas 12 bank umum syariah dengan 22 
unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional dan 163 BPRS 
dengan total aset Rp 264,81 triliun dan pangsa pasar 4,88 persen. 
Sedangkan jumlah pelaku industri keuangan non-bank syariah ada 98 
lembaga di luar LKM yang terdiri atas usaha jasa takaful (asuransi 
syariah) yang mengelola aset senilai Rp 23,80 triliun di samping usaha 
pembiayaan syariah yang mengelola aset senilai Rp 19,63 triliun serta 
lembaga keuangan syariah lainnya dengan aset Rp 12,86 triliun.  
Perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah dalam perlakuan 
akuntansi seharusnya sesuai dengan standar yang sudah di tetapkan, 
standar akuntansi syariah terdapat pada PSAK (Pernyataan Standar 
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Akuntansi Keuangan) No. 101-109. Salah satunya adalah perlakuan 
akuntansi mudharabah yang sesuai dengan PSAK 105 mengenai akuntansi 
Mudharabah, yaitu kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak 
pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak 
kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi 
diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya 
ditanggung oleh pemilik dana.  
Akan tetapi berdasarkan hasil penelitian, bank syariah dan lembaga 
keuangan syariah belum dapat sepenuhnya menggunakan standar PSAK 
105. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian, Terisa (2012), dan 
Gunawan (2012). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Terisa (2012) pada 
KANINDO Syariah Jatim menyatakan bahwa pengukuran , pengungkapan 
dan penyajian pembiayaan mudharabah sudah sesuai dengan PSAK 105 
yang meliputi pengukuran bentuk kas di ukur sejumlah uang yang di 
berikan koperasi pada saat pembayaran dan dalam bentuk non aset di ukur 
sejumlah nilai wajar pada saat penyerahan, Pengungkapan berdasarkan 
jenis pembiayaan dan Penyajian di sajikan dalam laporan keuangan 
sebesar yang telah tercatat. sedangkan pengakuan pada pembiayaan 
Mudharabah belum dapat merealisasikan PSAK No. 105 halaman 4 
paragraf 14 yang menyatakan bahwa jika nilai investasi Mudharabah turun 
sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang 
bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana maka penurunan nilai 
tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi 
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mudharabah namun diakui sebagai penyisihan piutang tak tertagih dan 
tidak diakui sebagai kerugian dan tidak mengurangi saldo investasi 
mudharabah. Hasil penelitian yang dilakukan Gunawan (2012) 
menyatakan bahwa terdapat ketidak sesuaian mengenai pengakuan yaitu 
Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai 
pembiayaan mudharabah pada saat pembayaran kas atau setara kas kepada 
pengelola dana sedangkan dalam PSAK dana mudharabah di salurkan oleh 
pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran 
kas atau setara kas kepada pengelola dana. Akuntansi Mudharabah 
sepenuhnya sesuai PSAK 105  dengan baik.  
BMT UGT Sidogiri salah satu koperasi syariah tahun 2015 secara 
resmi memperoleh izin badan hukum dari pemerintah sebagai koperasi 
primer nasional, sehingga dapat membuka cabang secara nasional dan 
mampu memberikan pelayanan jasa keuangan kepada para anggotanya 
dimana saja. Perlakuan akuntansi BMT Sidogiri saat ini belum sesuai 
dengan PSAK yang ada karena staff dan karyawan yang ada pada BMT 
UGT Sidogiri merupakan alumni atau santri dari pondok pesantren 
Sidogiri yang tidak memiliki dasar kemampuan di bidang akuntansi, 
sehingga di perlukan untuk mengevaluasi kinerja dengan analisis 
perlakuan akuntansi yang telah dilakukan pada BMT UGT Sidogiri. 
Karena dengan demikian kita akan mengetahui bagaimana kinerja BMT 
UGT Sidogiri dengan staff tanpa dasar kemampuan akuntansi. 
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 Pada BMT UGT Sidogiri, memiliki produk tabungan dan 
pembiayaan. Salah satu produk pembiayaannya meliputi UGT MUB 
(Modal Usaha Barokah) dengan Akad yang digunakan adalah akad yang 
berbasis bagi hasil  (Mudharabah/ Musyarakah) atau jual beli 
(Murabahah). Akad mudharabah yang ada pada BMT UGT Sidogiri sangat 
minim jika dibandingkan dengan akad musyarakah atau murabahah 
dikerenakan resiko yang ada pada mudharabah lebih tinggi. hal ini yang 
menjadikan peneliti tertarik mengenai pembiayaan mudharabah pada BMT 
UGT Sidogiri.  Oleh karena itu menjadikan peneliti untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan 
Mudharabah pada BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Bagaimana perlakuan Akuntansi pembiayaan Mudharabah pada BMT 
UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya?  
C. Tujuan Penelitian 
Untuk menganalisis perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah yang 
ada di BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya. 
D. Manfaat Penelitian 
1. Bagi Manajemen  BMT UGT Sidogiri cabang Sidodadi Surabaya 
Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa BMT UGT 
Sidogiri sudah menjalankan pembiayaan Mudharabah sesuai prinsip 
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syariah dan berguna sebagai salah satu dasar evaluasi perusahaan 
dalam pembiayaan mudharabah yang sesuai dengan prinsip syariah.  
2. Bagi peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
perbandingan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, terutama pada 
penelitian yang berkaitan dengan pembiayaan mudharabah. 
 
